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uji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

semua limpahan Karunia -Nya yang tak terhingga, sehingg a

penyusunan LAKIP Tahun 20 20, sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan  selama kurun waktu tahun 2020 dapat
diselesaikan.

LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat disusun  berdasarkan
pada Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntanbilitas  Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014. Dengan semangat dan tekad yang kuat untuk
menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabilitas

kinerja Pemerintah kab upaten Seram Bagian Barat Tahun 2020
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Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2020
telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun  disadari masih jauh
dari sasaran pembangunan yang diharapkan. Berkenaan dengan itu, laporan
ini dapat menjadi sarana evaluasi agar Kkinerja kedepan menjadi lebih
pro duktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,
manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami sadari sungguh bahwa LAKIP Kabupaten @ Seram Bagian Barat
Tahun 20 20 ini masih sangat jauh dari kesempurnaan , karenanya berbagai
saran dan masukan demi penyempurnaan LAKIP ini kedepan sangat kami
harapkan. Akhirnya  semoga LAKIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
yang berkepentingan.

TerimaKasih.

Piry, 30 Maret 2021

W T



enyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk
mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi
pemerintah  melaporkan  kinerjanya sela ma setahun dalam
memberikan pelayanan publik baik yang berkenaan langsung maupun
tidak,termasuk didalamnya kegagalan pencapaian keberhasilan. Proses
penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi
organisasi pemerintah untuk ter us meningkatkan kapasitas kelembagaan
sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LAKIP Pemerintah Daerah
Kabupa ten Seram Bagian Barat Tahun 2020 ini merupakan amanat seperti
yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keu angan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai
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yang digubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014
tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah , dan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Penyusunan LAKIP dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014, di mana pelaporan capai an kinerja organisasi secara transparan
dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda
dalam hal ini kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ini disusun dengan
melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan,
sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan
pencapaian indikator kinerja tahun 20 20 telah berhasil dicapai. Sebagai
pembanding, kualitas pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerinta h
Kabupaten secara umum dapat dilihat dari gambaran perkembangan kondisi
makro Kabupaten Seram Bagian Barat . Indikator makro Kabupaten Seram
Bagian Barat mencerminkan angka -angka atau nilai -nilai perkembangan atau
perubahan kondisi sosial, ekonomi dan pemb angunan manusia. Gambaran
kondisi sosial dilihat dari data kependudukan, laju pertumbuhan penduduk,
dan angka kemiskinan, gambaran kondisi ekonomi dilihat dari laju
pertumbuhan ekonomi, kondisi PDRB, laju pertumbuhan investasi, dan
pendapatan perkapita per tahun, dan gambaran keberhasilan pembangunan
manusia/kualitas sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik dapat
terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu juga, capaian kinerja
juga mengacu pada Indikator Kinerja yang berlaku secara umum sesu ai
dengan benang merah satuan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah
diwadahi dalam RPJIJMD Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang juga
menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, maka hasil evaluasi capaian ki nerja
ini pula dianggap penting dipergunakan oleh instansi lingkup Pem emerintah
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan di tahun -tahun mendatang. Dengan ini,
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upaya dan sinergi kinerja pelayanan p ublik terhadap kesejahteraan rakyat
akan terus diprioritaskan

Secara umum Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah
memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran 0 sasaran
strategisnya dengan rata -rata capaian kinerja 78,23 % atau ber k at e gSRangat 0O
Baik 6 .Sasaran sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun
2020 berjumlah 18 sasaran yang memuat 97 indikator kinerja . Adapun hasil
pengukuran kinerja terhadap sasaran -sasaran strategis Pemerintah
Kabupaten Seram Bagian barat  tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Pembenahan Kapasitas Pemerintah Yang
Prima dengan capaian 71,43 % kategori predikat Sangat Baik , dengan
7 (tujuh) Indikator Kinerja.

2. Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparat Sipil Negara
dengan capaian 52,98 % kategori predikat Cukup , dengan 2 (dua)
Indikator Kinerja.

3. Sasaran Mendorong Terwujudnya Penataan dan Pemekaran Wilayah
Secara Berjenjang dengan capaian 177,28 % kategori predikat Sangat
Memuaskan, dengan 5 (lima) Indikator K inerja.

4. Sasaran Menciptakan Praktek Kehidupan Agama dan Kerukunan
Yang Lebih Baik dengan capaian 95 % kategori predikat Sangat
Memuaskan , dengan 1 (satu) Indikator Kinerja.

5. Sasaran Meningkatnya Layanan Kehidupan Beragama dengan capaian
95 % kategori predik at Sangat Memuaskan , dengan 1 (satu) Indikator
Kinerja.

6. Sasaran Menurunnya Angka KDRT dengan capaian kategori predikat
Sangat Kurang , dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yang tidak mencapai
target .

7. Sasaran Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat dengan capaian
kategori predikat Sangat Kurang , dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.

8. Sasaran Teraktualisasinya nilai  -nilai budaya Pela Gandong dan

Masohi sebagai modal sosial pembangunan Kabupaten Seram Bagian
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Barat dengan capaian 66,67 % kategori predikat Baik , dengan 2 (du a)
Indikator Kinerja.

9. Sasaran Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan, Keterjangkauan,
Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan Pelayanan Pendidikan dengan
capaian 78,28 % kategori predikat Baik , dengan 32 (tiga puluh dua )
Indikator Kinerja.

10. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan
masyarakat dengan capaian 96,46 % kategori predikat Sangat
Memuaskan, dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja.

11. Sasaran Meningkatnya kinerja koperasi, industri kecil dan usaha
mikro dengan capaian 107,04 % kategori predika t Sangat
Memuaskan , dengan 5 (lima) Indikator Kinerja.

12. Sasaran Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaranan hasil
pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan dengan capaian
93,83 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 7 (tujuh)
Indikator Kin erja.

13. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan capaian 89,6 %
kategori predikat Memuaskan, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.

14. Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas infastruktur dengan
capaian 77,77 % kategori predikat Sangat Baik, dengan 7 (tujuh )
Indikator Kinerja.

15. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup
dengan capaian 46 % kategori predikat Cukup , dengan 3 (tiga)
Indikator Kinerja.

16. Sasaran Terbukanya isolasi daerah sekaligus menunjang
pembangunan potensi kepariwisataan dengan cap aian 30,94 %
kategori predikat Sangat  Kurang , dengan 6 (enam) Indikator Kinerja.

17. Sasaran Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan
inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi
daerah dengan capaian 103,5 % kategori predika t Sangat Memuaskan

dengan 6 (enam) Indikator Kinerja.
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18. Sasaran Meningkatnya daya saing dan menjaga stabilitas ekonomi
lokal dengan capaian 126,53 % kategori predikat Sangat Memuaskan,

dengan 1 (satu) Indikator Kinerja.

Dengan hasil pencapaian kinerja ter sebut diharapkan dapat menjadi
informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh
aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk
senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap
kekurangan dan mem perbaiki setiap kesalahan guna meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pronsip -prinsip
Good Govermance demi mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian

Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berba sis Potensi

Ekonomi Lokal.
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enyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat

dikatakan berhasil jlka m ampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan
serta harapan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita -Cita
berbangsa dan bernegara. Penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan bersih ( Good Governance and Clean Government) merupakan
prasyarat bagi seti ap Pemerintahan untuk mewujudkan tuntutan dan harapan

masyarakat tersebut.

A. Latar Belakang

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan
publicgood and services yang disebut governance (pemerintahan atau

kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut Good Governance.

Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung

W T



jawaban yang tepat, jelas dan nyata serta perlu adanya mekanisme untuk
meregulasi akuntabilitas p ada setiap instansi pemerintah, memperkuat
organisasi dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat

luas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab , serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas
manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk
pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing -masing individu p ada setiap
jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada
bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali
(controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable
activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata
dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan
tersebut benar -benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh
pihak yang berwenang.

Dalam perspektif yang luas, L aporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi
Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban
kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian
Barat T ahun 20 20 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana
kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 20 20. Pemerintah Kabupaten
Seram Bagian Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang dibentuk berdasarkan Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pemekaran Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram
Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, mempunyai kewajiban untuk
mengimplementasikan seluruh prinsip -prinsip transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan neg ara berdasarkan amanah yang diberikan, sebagai wujud

pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan oleh stakeholders  di

wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.




Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Kabupaten Seram Bagian B arat Tahun 20 20 dilaksanakan berdasarkan :

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Ko rupsi dan Nepotisme;

3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Ref ormasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menen gah Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2014 -2019;

7.  Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2010 - 2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2 016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram

Bagian Barat;

9. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah d an Inspektorat Daerah

Kabupaten Seram Bagian Barat




10. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -dinas Daerah

Kabupaten Seram Bagian Barat;

11. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 26 T ahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan -badan Daerah

Kabupaten Seram Bagian Barat;

12. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten

Seram Bagian Barat.

B. Tugas Pokok, Fungsi Serta Susunan Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 - 29 Tahun
2008, tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat, dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Seram Bagian Barat yang diwadahi dalam bentuk Organisasi Staf Sekretariat,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan. Pola Organisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat digambarkan sebagai
berikut :

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Dae rah merupakan unsur staf pemerintah daerah
yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan perundang -undangan,
organisasi tatalaksana, hubungan kemasyarakatan, protokoler/
rumahtangga pemerintah daerah, peningkat an SDM dan kesra,
pengembangan/peningkatan  perekonomian  daerah, pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah serta mengkoordinasikan perangkat

daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.




Di bawa h Sekretariat Daerah terdapat 3 (tiga) Asisten, Asisten
yang mempunyai tugas koordinasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat
terdiri dari 3 (tiga) Bagian masing -masing :

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah;
b. Bagian Hukum dan
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai
tugas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Bagian masing -
masing :

a. Bagian Pe rekonomian dan Sumber Daya Alam;
b. Bagian Administrasi Pembangunan dan,
c. Bagian Layanan Pengadaan.

Sedangkan Asisten Bidang Administrasi Umum, mempunyai tugas
koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
Administrasi Umum, membawabhi 3 (tiga) Bag ian masing -masing :

a. Bagian Organisasi;
b. Bagian Umum dan

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD)
merupakan unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan
administrasi  kesekre tariatan, administrasi keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan  serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan

bertangungjawab kepada P impinan DPRD dan secara administratif

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.




3. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bup ati melalui Sekretaris Daerah, melaksanakan tugas
dan fungsi Desentralisasi dan Tugas Pembantuan untuk bidang -bidang
pembangunan tertentu seperti Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perhubungan dan
Kominfo, Pa riwisata Dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum, Koperasi dan
UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Pertanian dan
Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Pertambangan dan Energi,
Kelautan dan Perikanan, Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset

Daerah se rta Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah berbentuk Inspektorat Daerah, Badan,
Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah dalam Lingkup Pemerintah
Kabupaten Seram Bagian Barat. Dibentuk sesuai Peraturan Daerah,
sebagai uns ur penunjang yang membantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk bidang -bidang tertentu.

a. Inspektorat

Inspektorat adalah perangkat teknis daerah, merupakan
unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dipimpin
oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat

pembinaan dari Sekretaris Daerah.

b. Badan
Badan adalah perangkat teknis daerah yang diserahkan
wewenang tugas, dan tanggungjawab untuk  menunjang

penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  dibidang  desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dipimpin oleh seorang Kepala




dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Badan yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat berjumlah 6 (enam) yaitu Badan Perencanaan,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan
Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.

c. Kantor

Kantor adalah unit kerja yang diserahkan tugas, wewenang
dan kewajiban serta tanggungjawab dalam penyelenggaraan
kepentingan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dipimpin
oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Kantor yang berada dalam lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berupa Kantor Camat yang
berjumlah 11 (sebelas) yaitu : Kantor Camat Seram Barat, Kantor
Camat Kairatu Barat, Kantor Camat Kairatu, Kantor Camat Amalatu,
Kantor Camat Inamosol, Kantor Camat Elpaputih, Kantor Camat
Taniwel, Kantor Camat Taniwel Timur, Kantor Camat Huamual,

Kantor Camat Huamual Belakang dan Kantor Camat Pulau Manipa.

d. Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD PIRU), merupakan unsur
pelaksanaan tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala dengan
sebutan Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai akses penunjang
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di kabupaten kami,

sudah terdapat 17 puske smas yang beroperasi dan tersebar di 92

Desa.




5. Kecamatan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang
mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat -Camat berfungsi
sebagai Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya,
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Kecamatan yang berada dalam Pemerintahan Kabupaten Seram
Barat ada 11 (sebelas) yaitu : Kecamatan Seram Barat, Kecamatan
Huamual Depan, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat,
Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Elpaputih,
Kecamatan Taniwel, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Waesala dan

Kecamatan Manipa.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
diarahkan untuk lebih me  ningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggung jawab, sebagai wujud
pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran. Disamping itu juga diharapkan adanya peningkata n etos
kerja yang berorientasi pada hasil capaian kinerja menuju pemerintahan yang
baik, bersih, berwibawa, bertanggungjawab (good governance) serta bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengukuran kinerja merupakan
gambaran sejauh mana Pemerinta h Daerah mempunyai komitmen dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan, sehingga
kinerjanya dapat diukur dengan baik. Esensi dari Sistem AKIP bagi
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah perwujudan dari
implementasi sistim pengenda lian manajemen sektor publik dan merupakan

infrastruktur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan Strategi Pemerintah Daerah




—

dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya dalam program
dan kegiatan yang selaras.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai
sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang
dapat atau tidak dapat dicapai pada akhir periode pelaksanaan program dan
kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua
fungsi utama sekaligus, yakni :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah
Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden,
DPRD dan masyarakat).

2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai
upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 20 20 mencakup hal -hal

sebagai berikut :

A Aspek Akuntabilitas Kinerja . Bagi keperluan eksternal organisasi, LKIP
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 20 20 merupakan
saran a pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang ber hasil diperoleh

selama tahun 2020

A Aspek Manajemen Kinerja . Bagi keperluan internal organisasi,
menjadikan LKIP tahun 20 20 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja
oleh manajemen Pemerintah Daerah bagi u paya-upaya perbaikan kinerja

dimasa mendatang.

D. Permasalahan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 20 20

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan daerah integral dari wilayah

Provinsi Maluku dan merupakan Kabupaten Bahari, tang terdiri dari 11

LAPORA

—




Kecamatan d an dipisahkan oleh 67 Pulau. Secara Astronomis, Kabupaten
Seram Bagian Barat terl7du&l amnamag SAladan ¢
127A2120 A16 Bujur Timur.

€
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Gambar 1.1. Peta Kabupaten Seram Bagian Barat

Kabupaten Seram Bagian Barat dibatasi oleh laut seram disebelah utara,
laut b anda disebelah selatan, laut buru disebelah barat dan Kabupaten
Maluku Tengah disebelah timur. Secara geografis memiliki luas wilayah
daratan sebesar 6.948,40 km2, dengan kecamatan paling luas yaitu
Kecamatan Taniwel dengan luas sebesar 1.181,32 km2, atau 17% dari

keseluruhan luas Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara morfologis wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan
suatu kesatuan gugus pulau terdiri dari 67 pulau yang terdiri dari 11 pulau
berpenghuni dan 56 pulau tidak berpenghuni yang tersebar di seluruh
Kabupaten Seram Bagian Barat yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan,

mempunyai 92 desa dan 1 15 dusun dengan laju pertumbuhan penduduk

sebesar 1,04 % dari tahun sebelumnya
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Grafik 1.1
Jumlah Desa dan Dusun Per Kecamatan Dalam Kabupaten
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Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu Kabupaten
Bahari dengan luas laut mencapai 79.005 km2 dengan panjang garis pantai
719,20 km, dan memiliki 48 aliran sungai yang tersebar diseluruh Kabupaten
Seram Bagian Barat. Iklim Kabupaten Ser am Bagian Baratadalah iklim laut
tropis dan iklim musim karena letak wilayah Seram Bagian Barat di dekat
garis Khatulistiwa dan dikelilingi oleh laut luas. Oleh karena itu iklimnya
sangat dipengaruhi oleh lautan bersamaan dengan iklim musim yaitu musim
bar at atau utara dan musim timur atau tenggara. Pergantian musimnya juga
diselingi oleh musim pancaroba.

Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 20 20 berjumlah
210.607 jiwa dan merupakan nomor tiga terbesar di Provinsi Maluku
Komposisi jumlah pendu  duk menurut jenis kelamin adalah laki -laki sebanyak

108.903 jiwa dan perempuan sebanyak 101.604 jiwa. Sex Ratio penduduk

Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 104,5 jiwa .

i TR



Grafik 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan d i Kabupaten Seram Bagian Barat
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Grafik 1.3
Sebaran luas wilayah per Kecamatan dalam Kabupaten
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Dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Seram Bagian Barat 2010 - 2030 menyebutkan bahwa beberapa kawasan
khusus telah diprioritaskan untuk dikembangkan, y aitu :

1. Kawasan Tertinggal, yaitu kawasan yang memiliki keterbatasan
dalam hal sumberdaya dan aksesibilitas sehingga tidak dapat
memanfaatkan ataupun menangkap peluang ekonomi yang ada.
Daerah tersebut antara lain Kairatu Pegunungan dan Taniwel
Pegunung an.

2. Kawasan Kiritis, yaitu kawasan yang rawan terjadinya bencana alam
dan pada umumnya mempunyai kemiringan lahan yang curam
serta daya dukung lahan yang labil. Daerah tersebut antara lain
Kairatu Pegunungan dan Taniwel Pegunungan.

3. Kawasan Kiritis, yai tu kawasan yang rawan terjadinya bencana alam
dan pada umumnya mempunyai kemiringan lahan yang curam
serta daya dukung lahan yang labil. Daerah tersebut antara lain
Kairatu Pegunungan dan Taniwel Pegunungan.

4. Kawasan Andalan, yaitu kawasan yang secara e konomi berpotensi
umtuk mendorong pertumbuhan wilayah. Daerah tersebut juga
termasuk Kairatu dan Seram Barat.

5. Kawasan Perkotaan, yaitu kawasan terpadu yang dikaitkan dengan
fungsi sebagai ibukota yang mempunyai daya tarik bagi penanam
modal. Daerah ter sebut antara lain Piru, Kairatu.

6. Kawasan Perdesaan, yaitu kawasan yang diharapkan dapat menjadi
pendorong pertumbuhan Kabupaten Seram Bagian Barat. Daerah
tersebut antara lain Desa Waimital, Waihatu, Piru, Kairatu, Taniwel

dan Waisala.

Wilayah yang di identifikasikan sebagai wilayah yang berpotensi rawan
bencana alam sesuai RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat 2010 - 2030 yaitu:

1. Kawasan rawan bencana banjir; Sebagai perkembangan dari zonasi

kawasan rawan banjir, maka wilayah rentan bahaya banjir adalah




pada sungai Wae Sapalewa, Wae Hanuai, Wae Pana, Wae Kamasi,
dan Wae Kawa di utara, serta sungai  -sungai yang mengalir ke arah
barat yang melalui kota Piru dan Kairatu di selatan yang rentan
terhadap bahaya banijir.

2. Kawasan rawan bencana longsor; Daerah ya ng mudah longsor
berada pada wilayah tengah Kabupaten Seram Bagian Barat, bagian
timur ke utara di Semenanjung Huamual dan masing -masing di
bagian tengah pulau Buano, pulau Kelang dan pulau Manipa yang

dikontrol oleh patahan, kelerengan serta pola aliran s ungai .

Berdasarkan hal -hal yang dikemukaan diatas, maka yang menjadi
permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian
Barat walaupun b erbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Seram Bagian Barat terhadap seluruh bidang pe  mbangunan secara terpisah
atau terhadap beberapa urusan dengan berbagai keberhasilan yang telah
dicapai, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah
permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain: adalah Pertama :
adanya rentang ken dali (Span of Control), sehingga mengakibatkan adanya
keterbatasan -keterbatasan yang dialami, serta ada beberapa wilayah yang di
katakan Kawasan Rawan Bencana. Hal tersebut mengakibatkan beberapa
proses pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak ber jalan normal,
Kedua : pada awal bulan Maret terjadi benca non alam ( pandemi Covid1l9 )
yang terjadi di Indonesia  sehingga berdapak ke seluruh wilayah yang ada di
Indonesia termas uk Kabupaten Seram Bagian Barat , sehingga fokus
pemerintah ditujukan kepada pen angan korba n yang terpapar Covid19 yang
mengakibatkan adanya perubahan langkah strategi Pemerintah Kabupaten
Seram Bagian Barat dalam men danai sistem pembang unan di Kabupaten
Seram Bagian B arat, Ketiga : Jumlah persentase penduduk miskin di
Kabupaten Ser am Bagian Barat mengalami pen urunan dari tahun
sebelumnya. Menurut data statistik Kabupaten Seram Dalam Angka 20 20,
penduduk pada tahun 201 8 miskin sebesar 43, 770 Jiwa sedangkan tahun
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2019 sebesar 43, 440 Jiwa, Keempat : Kondisi ekonomi suatu daerah adalah
salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah.
Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukan adanya peningkatan produksi di
suatu daerah pada periode waktu tertentu. Kondisi ekonomi suatu daerah
adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu
daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukan adanya peningkatan

produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu.

E. Sistem atika Penyajian Lakip Tahun 2020

Sistem atika penyajian LAKIP tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Bab1l - Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan  kepada aspek strategis organisasi  serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi.

Bab2 - Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan likhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.

Bab3 - Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran Kkinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;

2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
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3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Memb andingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusiyang telah

dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisi s program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

sesuai dengan dok umen Perjanjian Kinerja.

Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran -lampiran
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alam si stem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh
instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan
strategis, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administras i
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan strategis
yang jelas dan sinergis instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi
dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kiner janya . Penyusunan LAKIP Pemerintah
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 20 20, mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian
Barat Tahun 2017 -202 2, berpedoman pada Pera turan Bupati Seram Bagian

Barat Nomor : 06.a Tahun 20 19, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 20 20.




A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (RENST RA) Organisasi Perangkat Daerah Kabupate n

Seram Bagian Barat yang disusun telah mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) periode 2017 0 2022. Serta
mengakomodir Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yan g ditetapkan oleh
Bupa ti dan Wakil Bupati terpilih. Cara mencapai tujuan dan sasaran, yang

berorintasi pada hasil yang ingin dicapai, selama kurung waktu 5 (lima) tahun

dengan memperhitungkan potensi, peluang,kendala yang timbul. Rencana
Strategis dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah telah memuat
semua kebija kan, Strategi, dan Program Pembangunan Daerah 5 tahun

mendatang.

A.l. Visi dan Misi Kabupaten Seram Bagian Barat
a) Visi

Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum
mengenai ke adaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi menggambarkan

tentang kondisi Daerah yang diharapkan terwujud atau tercapai pada akhir

periode pemerintahan Bupati terpilih 2017 -2022.
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b) Misi

Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum
mengenai upaya -upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Berdasarkan hal itu, Misi dalam Rencana Pembanguna n Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) ini sebagai upaya untuk menjabarkan setiap visi yang akan
dicapai oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Setiap misi
memaknai target pencapaian daerah dalam kurun waktu 2017 -2022 sebagai

berikut :

Misil : Meningkatka n tata kelola pemerintahan daerah yang bersih,
akuntabel, inovatif dan berwibawa
Misi ini mengandung makna bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten
Seram Bagian Barat untuk lebih meningkatkan profesionalisme
pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarak at dan
mengembangkan potensi kemampuan aparatur pemerintah daerah
Seram Bagian Barat sehingga dapat berperan untuk meningkatkan
pelayanan yang efektif dan efisien. Selain itu, juga mendukung dan
mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah,
pemberian award (penghargaan) bagi aparatur pemerintah daerah
yang berkualitas dan inovatif, mendorong penggunaan teknologi
informatika dalam  menciptakan transparansi tata kelola
pemerintahan yang lebih transparan dan terukur. Hal penting yang
juga menjadi p rioritas adalah pembentukan pusat informasi
pelayanan publik dan sumber data yang dapat mengakses informasi
terkini untuk penerapan e-government .

Misi 2 : Meningkat kan toleransi umat beragama (inter, antar dan umat
beragama dengan pemerintah)
Misi ini men gandung makna bahwa menumbuhkembangkan

toleransi kehidupan beragama di masyarakat, meningkatkan

produksi dan apreasiasi di bidang religius, seni dan budaya




Misi 3 :

Misi 4 :

tradisional sebagai perakat hidup orang basudara. Proses demikian
diikuti dengan pembentukan dan pen gembangan komunitas
kerjasama antar umat beragama dan komunitas religus untuk
menghindari suasana anti diskriminasi. Disamping itu, juga perlu
meningkatkan ketahanan nilai -nilai budaya dan pelestarian sejarah,
aset kesenian dan budaya lokal serta me ngoptim alkan dan
memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka membangun relasi sosial
sebagai orang basudara.

Mengembangkan bidang pendidikan yang berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas sumber
daya manusia sangat dibutuhkan penyedia an jaminan dan
pelayanan pendidikan dasar gratis selama 12 tahun, memberikan

bea siswa bagi siswa berprestasi. Perhatian pemerintah Kabupaten
Seram Bagian Barat juga tertuju pada penyediaan pusat
pengembangan  kegiatan  belajar masyarakat, = peningkatan
kesejahteraan dan profesional tenaga pendidik serta pelatihan dan
pendampingan bagi petani dan nelayan.

Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang
berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan kualitas

dan derajat kesehatan masy arakat perlu diupayakan dengan
pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat, mengembangkan

dan menerapkan inovasu program kesehatan khususnya bagi
masyarakat berpenghasilan rendah. Wujud tanggung jawab tersebut
dilakukan dengan peningkatan kualitas dan juml ah tenaga medis
yang profesional, peningkatan pelayanan kesehatan, pengelolaan dan
pengolahan persampahan serta peningkatan sistem sanitasi
lingkungan. Hal mendasar yang juga diperhatikan adalah

meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, penurunan angka

gizi buruk dan angka kesakitan, peningkatan penanggulan untuk
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Misi 6

Misi 7

zoonosis serta pengawasan terhadap penyebaran makan, minuman
dan obat -obatan.

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Misi ini mengandung makna bahwa kebijakan daerah untuk
membe rdayakan ekonomi masyarakat dilakukan dengan
meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro dan koperasi
sebagai basis perekonomian rakyat (lokal)) membuka dan
mengembangkan akses pemasaran produk usaha mikro dan
koperasi. Pengolahan potensi sumber daya alam local yang
diprioritaskan pada peningkatan produksi pertanian, perikanan :
peningkatan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian dan perikanan . Selain itu juga terus diupayakan
peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budi daya dan
peni ngkatan penyediaan bibit dan sarana produksi bagi petani dan
nelayan.

Memperkuat pembangunan infrastruktur.

Misi ini mengandung makna bahwa percepatan pembangunan
Kabupaten Seram Bagian Barat perlu didukung dengan peningkatan
dan pembangunan jari ngan jalan dan bangunan pelengkapnya untuk
membuka daerah terisolir masyarakat di daerah pengunungan mau
pun daerah -daera terpencil lainnya. Koneksitas jaringan transportasi
merupakan langkah strategis untuk menghubungkan wilayah
perdesaan dengan wilayah k ecamatan dan ibukota kabupaten,
meningkatkan  invovasi  ketersediaan dan pemenuhan  air
minum/baku serta meningkatkan sistem ketangguhan

penanggulangan bencana.

Mengembangkan pembangunan kepariwisataan.
Misi ini mengandung makna bahwa dengan memilik i keunggulan

potensi sumber daya alam yang menawan dan menarik akan

dikembangkan sebagai potensi pariwisata. Menjadikan Seram Bagian




Barat sebagai destinasi pariwisata akan membuka ruang untuk
membuka keterisoliran wilayah, meningkatkan akses infrastruktur
yang berkualitas sehingga dapat menjadi pasar yang baik pada
tingkat lokal, regional mau pun nasional. Penataan dan
pengembangan pariwisata juga memerlukan tata kelola yang baik
dengan melibatkan masyarakat, kelompok penggiat pariwisata serta
dukungan inv estasi sektor swasta.

Misi8 : Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Seram
Bagian Barat.
Misi ini mengandung makna bahwa keberhasilan penciptaan invetasi
di Seram Bagian Barat sangat ditentukan dengan terciptanya sistem
insentif bagi pelaku usaha berupa pemberian kemudahan dalam
proses perijinan. Menciptakan iklim usaha yang pro rakyat serta
ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan pemerataan
investasi untuk pengembangan daerah perdesaan demi mewujudkan

masyarakat yang sejahtera.

B. PERJANJI AN KINERJA TAHUN 20 20

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang ebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Perj anjian Kinerja merupakan proses
penyusunan rencana kinerja yang dijabarkan dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan
oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang
dilaksanakan seiring d engan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran

serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun

tertentu. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga




mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun -tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat merujuk pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi
arah pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 5
(lima) tahun kedepan. Dari 8 misi yang telah dituangkan dalam dokumen
RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 - 2022 dan
dijabarkan menjadi 9 (sembilan) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 hanya diprioritaskan pada 18
(delapan belas) sasaran dan 97 (sembilan puluh tujuh ) indikator seperti

terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2020
\[o} Sasare'm \[o} Indikator Kinerja
Strategis
1. Meningkatnya 1. Indeks Kepuasaan Masyarakat
62
pembena han (IKM)
kapasitas 2.  Opini BPK WDP
pemerintah yang 3. Nilai akuntabilitas kinerja C
prima 4.  Persentasi Peningkatan o
Pendapatan Daerah
5. Persentasi konsistensi 100 %
perencanaan daerah
6. Produk Perda Perbup yang 15
dihasilkan Perda/Perbup
7. Persentasi arsip yang tertata baik 57%
2. Meningkatnya 8.  Persentasi kesesuaian tingkat
kapasitas dan pendidikan formal dengan jabatan 80%
kualitas aparat struktural
sipil negara 9. Tingkat kompetensi aparatur 90%
3. Mendorong 10. Peningkatan status desa
o S ) 80%
terwiujudnya administratif
penataan dan 11. Jumlah Pembentukan BUMDES 33 BUMDES
pemekaran 12. Cakupan Kelompok Binaan PKK 104 Kelompok
wilayah secara 13. Pemekaran wilayah kecamatan 3
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berjenjang

14.

Cakupan kajian pemekaran

wilayah €
Menciptakan 15. Indeks Kebahagiaan
praktek
kehidupan 65
agama dan
kerukunan yang
lebih baik
Meningkatnya 16. Indeks Kebahagiaan
layanan
kehidupan 2
beragama
Menurunnya 17. Presentasi penurunan Prevalensi 509%
angka KDRT Kekerasan terhadap Anak
18. Presentasi penurunan Prevalensi
53,3%
Kekerasan terhadap perempuan
Menurunnya 19. Persentasi penurunan Pekat 30%
I G [PEAVELE 20. Persentasi partisipasi masyarakat
IS dalam penyalur hak politik 90%
(Pekat)
Teraktualisasiny 21. Terpeliharanya kondisi keamanan
S 30%
a nilai -nilai dan ketenteraman
budaya Pela 22. Meningkatnya kegiatan budaya
Gandong dan orang basudara (Masohi)
Masohi srbagai
modal sosial .
5 kegiatan
pembangunan
Kabupaten
Seram Bagian
Barat
Meningkatnya 23. Fasilitas kondisi baik ~ SD/MI 59%
pemerataan 24. Fasilitas Kondisi Baik Sekolah 56 %
keteersediaan, SMP 0
keterjangkauan, 25. Persentasi kelulusan SD/MI 100 %
kualitas, 26. Persentasi kelulusan SMP/MTs 100 %
kesetaraan dan : berkualif  ikasi
keterjaminan 27. Persentasi Guru berkualif ikasi 91.24 %
pelayanan S1/D -V _ T — 7
pendidikan 28. Persentasi Guru bersertifikasi 97,8%
29. Rata-rata harapan lama 8.46 %
bersekolah
30. Presenta_se SD/MI SMP/MTs 24%
berakreditasi minimal B
31 Angka Partisipasi 46%

Kasar (APK) PAUD
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